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Uraian Pendahuluan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi
salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh
pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai amanat UUD 1945
pasal 28 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009
tentang kesehatan.

Upaya pemenuhan mutu layanan di berbagai sektor yang
dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dipersiapkan
secara bertahap, termasuk bidang kesehatan. Adapun jenis
layanan kesehatan tingkat | Kecamatan berupa PUSKESMAS
dan Jaringannya yang sudah merata meskipun masih perlu
dilakukan peningkatan baik kualitas ataupun kwantitas layanan.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatas secara bertahap
Pemerintah Daerah telah melakukan rehabilitasi PUSKESMAS
dan Jaringannya sesuai dengan kebutuhan untuk memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Pada tahun 2020 ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan
melaksanakan Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas
Samigaluh Il (DAK Fisik) dengan dana dari APBD Kabupaten
Kulon Progo Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo di Tahun 2020 menganggarkan dana APBD untuk
pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis untuk
Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Samigaluh Il
(DAK Fisik) di Kabupaten Kulon Progo yang tertuang dalam
DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020

Bahwa Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Samigaluh

I, Kabupaten Kulon Progo yang pelaksanaannya menggunakan

anggaran Dana APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020

didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan
teknis yang disyaratkan,

2. terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/
kegiatan, serta fungsi setiap departemen/ lembaga,

3. semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam
negeri dengan  memperhatikan  kemampuan/potensi
nasional.

Pada Kegiatan Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana
Pelayanan Kesehatan yang pekerjaannya adalah Pembangunan
Gedung Rawat Inap Puskesmas Samigaluh Il bahwa setiap
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2. Maksud dan
Tujuan

3. Sasaran

4. Lokasi Kegiatan

5. Sumber
Pendanaan

6. Nama dan
Organisasi Pejabat
Pembuat
Komitmen

prosesnya akan memerlukan tindakan Perencanaan, sehingga
proses dapat berlangsung dengan arah yang benar, dan
mengurangi adanya deviasi akibat penyimpangan yang mungkin
terjadi.

Pada tahap Perencana, secara umum pekerjaan Perencana teknis
ditugaskan kepada pihak ke-dua, yaitu Konsultan Perencana.
Konsultan Perencana akan menyiapkan dokumen-dokumen
Perencana yang akan dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi
beserta rencana syarat dan teknisnya sehingga sasaran fungsional
pembangunan, yang menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya
dapat dicapai. Di samping itu juga bertanggungjawab atas
Perencanaan berkala selama pelaksanaan konstruksi berlangsung.

Secara kontraktual, Konsultan Perencana bertanggungjawab
kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dalam kegiatan
operasionalnya konsultan akan mendapatkan bimbingan untuk
menentukan arah pekerjaan Perencana dari Pengelola Proyek /
Kegiatan yang terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengelola Administrasi,
Pengelola Keuangan dan Pengelola Teknis yang dibentuk
sebagai pembantu dan bertanggungjawab kepada Pengguna
Anggaran / Pengguna Jasa.

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan pengarahan
penugasan (Kerangka Acuan Kerja / TOR) yang merupakan
petunjuk bagi Konsultan Perencana Teknis yang memuat
masukan, asas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi,
diperhatikan dan diinterpretasikan dalam melaksanakan tugasnya
dengan baik dan menghasilkan keluaran yang dimaksud.
Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya
perencanaan teknis Pembangunan Gedung Rawat Inap
Puskesmas Samigaluh 11

Terwujudnya/terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan
Gedung Rawat Inap Puskesmas Samigaluh I1

Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Samigaluh 1l
(DAK Fisik) berlokasi di Dusun Karang, Desa Gerbosari,
Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo.

Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Rawat
Inap Puskesmas Samigaluh 1l dibiayai dari dana APBD
Kabupaten Kulon Progo tahun 2020 yang bersumber dari Dana
Alokasi Khusus (DAK Fisik) sebesar Rp  88.000.000,00
(Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).

a. Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
Alamat : Jalan Tentara Pelajar Km. 1, Wates, Kulon Progo

. b. PA/KPA

c. PPK



7. Data Dasar

8. Standar Teknis

9. Studi-Studi
Terdahulu

Data Penunjang

Data dasar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat
Inap Puskesmas Samigaluh 11, Kegiatan Pengadaan, Peningkatan
Dan Perbaikan Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 adalah
Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Puskesmas dan
Jaringannya.

Semua pekerjaan harus berdasarkan Normalisasi Indonesia (NI),
Standar Industri Indonesia (SIl) Peraturan — peraturan Nasional
maupun Internasional lainnya yang berhubungan dengan
pekerjaan ini seperti :

a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi.

b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung

Undang-undang Nomor 23/1997 tentang Lingkungan Hidup

d. Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung

f. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Gedung Negara;

g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006,
tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada
Bangunan dan Lingkungan.

h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009
tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di
Perkotaan

I. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

J. Standar Nasional Indonesia SNI 03-1727-1989 tentang
Pedoman perencanaan Pembebanan untuk rumah dan gedung

k. Standar Nasional Indonesia 03 — 1729 — 2002 tentang Tata
Cara Perencanaan Baja Untuk Gedung.

. Standar Nasional Indonesia 02 — 1736 — 2000 tentang Tata
Cara Perencanaan Struktur untuk Mencegah Bahaya
Kebakaran Rumah dan Gedung.

m. Standar Nasional Indonesia 03 — 2847 — 2002 tentang Tata
Cara Penghitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung.

n. Standar Nasional Indonesia 03 — 6652 - 2002 tentang Tata
cara perencanaan proteksi bangunan dan peralatan terhadap
sambaran petir.

o. Standar Nasional Indonesia SNI 03-1729-2002 tentang Tata
cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung.

p. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Puskesmas.

0

Dalam rangka Kegiatan Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan
Sarana Pelayanan Kesehatan pekerjaan pembangunan dan
rehabilitasi sarana prasarana kesehatan puskesmas dan
jaringannya dapat mengacu studi kelayakan/ masterplan yang
telah disusun atau buku-buku teknis lainnya terkait pelaksanaan
kegiatan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun-tahun
sebelumnya.


http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/2085

10. Referensi Hukum

11. Lingkup
Kegiatan

Referensi Hukum yang dipergunakan dalam Pelaksanaan
Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
Pelayanan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya adalah:

a.

b.

C.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung

Undang-undang Nomor 23/1997 tentang Lingkungan Hidup;
Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Gedung Negara;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006,
tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada
Bangunan dan Lingkungan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009
tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di
Perkotaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Peraturan Beton Bertulang tahun 1971 vyang diterbitkan
Yayasan Normalisasi Indonesia;

Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia tahun 1961 yang
diterbitkan Yayasan Normalisasi Indonesia;

Peraturan Umum Instalasi Listrik tahun 1977 yang diterbitkan
Yayasan Normalisasi Indonesia;

. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan terakhir
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2 Tahun 2019
tentang Petunjuk Operasional Pengunaan DAK Fisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun
2019, tanggal 27 Desember 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2019 tentang
Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2019 tanggal
27 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Ruang Lingkup

a. Persiapan
e Kilarifikasi Kerangka Acuan Kerja dengan Pemberi
Tugas
e Meneliti data dan dokumen — dokumen Pemberi
Tugas

e Mengumpulkan data — data primer setempat (survey)
e Mengumpulkan data — data sekunder dan study
literatur serta studi banding (kalau diperlukan)

b. Konsepsi Perencanaan dan Perancangan.
Penyusunan Konsepsi Perancangan ini meliputi :
e Melakukan survey lokasi dengan pengukuran luas
lahan yang akan dibangun,



Melakukan survey lingkungan sekitar  untuk
menentukan akses lalu-lintas proyek, khususnya
untuk alat-alat berat, serta mendata keluarga sekitar
site yang terdekat, yang mungkin terkena gangguan
saat pembangunan,

Melakukan pertemuan dengan pemrakarsa (user)
selaku calon pengguna untuk memperoleh masukan-
masukan yang perlu dituangkan dalam dokumen
rencana,

Bersama-sama pemrakarsa melakukan sosialisasi
kepada masyarakat sekitar,

Analisa hasil pengumpulan data dan informasi yang
meliputi antara lain aspek — aspek Tata Ruang,
Lingkungan, Lahan (kontur, sumber air, penyelidikan
tanah, komposisi tanah), perataan lahan, antisipasi
gempa dan lain sebagainya.

Maksud dan tujuan perencanaan dan perancangan dan
pemikiran — pemikiran berdasarkan latar belakang.
Program Rancangan.

Menyusun Konsep hubungan / interelasi dan interaksi
ruang yang dibutuhkan.

Menghitung luasan dan kebutuhan ruang serta
menterjemahkannya dalam program ruang

Jadual kegiatan perencanaan dan perancangan dalam
bentuk Network dan Barchart.

c. Prarancangan

Uraian penjelasan tentang konsep rancangan.

Analisa pengembangan program rancangan.

Pola dan bentuk Arsitektur bangunan diwujudkan
dalam bentuk gambar - gambar dan nilai fungsional
dalam bentuk diagram.

Uraian perhitungan dan sistem dari sub — sub sistem
yang terpadu dengan rancangan bangunan terpilih.
Dalam perancangan bangunan harap memperhatikan
ruang terbuka hijau.

Memperoleh keselarasan pengertian atas konsep
rancangan serta pengaruhnya terhadap proyek.
Membantu dalam  penyiapan dokumen guna
pengurusan ljin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
Advice Planing tentang sempadan jalan/sungai dan
tata ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Kulon Progo.

Membuat prakiraan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Uraian secara garis besar penggunaan bahan
bangunan (spesifikasi) sesuai dengan fungsi dan
karakteristik bahan masing — masing ruang.

d. Pengembangan Rancangan dan Penyusunan Dokumen
Pengadaan

Memastikan dan menguraikan ukuran secara lebih
terinci serta mewujudkan karakter bangunan secara
menyeluruh dan terpadu.

Memperoleh kejelasan teknis pelaksanaan
pembangunan, agar konsep rancangan yang tercermin
dalam rancangan tetap dapat diwujudkan secara fisik.
Memperhitungkan dan Mempertimbangkan kelaikan
dan kelayakan sistem struktur bangunan, instalasi
mekanikal dan elektrikal secara tersendiri atau



12. Keluaran

13. Peralatan,
Material, Personil
dan Fasilitas dari
Pejabat Pembuat
Komitmen

terpadu. Mempertimbangkan  nilai ~ manfaat,
pengadaan material, konstruksi dan nilai ekonomi.

e Memperoleh kejelasan kuantitatif, agar biaya dan
waktu pelaksanaan pembangunan dapat dihitung
dengan seksama dan dipertanggungjawabkan.

e Melengkapi  kejelasan  teknis dalam  bidang
administrasi ~ pelaksanaan ~ pembangunan  dan
memenuhi persyaratan yuridis yang terkandung dalam
Dokumen Pengadaan dan Dokumen Kontrak.

e Menyusun jadual pelaksanaan pembangunan dalam
bentuk network diagram dan barchart.

e Menyusun pedoman umum pemeliharaan gedung dan
sarana penunjangnya.

Prosedur Perancangan

Untuk menghasilkan keluaran — keluaran yang diminta,
Konsultan Perencana menyusun jadual pertemuan berkala
dengan Pemberi Tugas dan dengan pihak tim teknis serta tim
pengelola kegiatan.

Keluaran Perencanaan Teknis berupa :

a.

Laporan Pendahuluan hasil kesepahaman tentang survey
awal, hasil penelaahan produk sebelumnya, rencana kerja,
strategi pelaksanaan, organisasi perencanaan, sistematika
dan bentuk laporan.

Laporan Antara yang memuat hasil amatan dan pengukuran
lapangan sesuai acuan yang ada sebagai dasar hitungan
struktur maupun rancangan disain, analisa dan konsep
perancangan yang dituangkan sebagai draft usulan gambar
rencana yang terdiri dari gambar arsitektural, gambar
struktural, dan gambar  mekanikal/elektrikal, dan
perhitungan volume.

Laporan Akhir yang memuat : Persyaratan Teknis, Lembar
Data Pengadaan (LDP), Volume pekerjaan (BQ), Gambar
Kerja dan Detail (Format Kertas A3), Rencana Anggaran
Biaya (RAB) termasuk Analisa Harga Satuan, Back Up
Volume pekerjaan secara rinci untuk dana APBD Tahun
Anggaran 2020, dengan perincian sebagai berikut :
Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Samigaluh Il
dengan pagu anggaran Rp 2.234.474.950,00 ( Dua Milyar Dua
Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat
Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)

Rekaman produk Laporan Akhir dalam format soft copy
disimpan dalam flashdisk (untuk file gambar perencanaan
harus dalam format dwg (autocad)).

KONSULTAN PERENCANA harus menyerahkan hasil
perencanaan dokumen lelang (Gambar Kerja, SDP Teknis, EE,
BQ, RAB+ Analisa Harga Satuan+Back up volume), dijilid rapi
beserta copy filenya ke dalam flashdisk. Seluruh produk
perencanaan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

a.
b.

C.

Lokasi lahan tempat rekonstruksi gedung.

Ruang pertemuan untuk melakukan koordinasi dan evaluasi
kegiatan.

Buku informasi yang ada dan mungkin diperoleh oleh
penyedia jasa, personil yang disiapkan oleh PPK untuk
membantu penyedia jasa adalah :

- Tim Pengelola Teknis Kegiatan



14.

15.

16. Jangka Waktu

17.

Peralatan dan
Material dari

Penyedia Jasa
Konsultansi

Lingkup
Kewenangan
Penyedia Jasa

Penyelesaian
Kegiatan

Personil

- Tim Teknis dan Administrasi yang ada di lokasi

Peralatan minimal yang harus dipunyai penyedia jasa adalah :

Studio/Kantor : 1 unit
Komputer : 1 unit

Printer : 1 unit

Kamera digital : 1 unit

Alat ukur (theodolith) : 1 unit
Alat Komunikasi : 1 unit
Kendaraan Roda 4 : 1 unit
Kendaraan Roda 2 : 1 unit

Lingkup Kewenangan Penyedia jasa dalam kegiatan ini adalah :

1.

2.

melakukan perencanaan Struktur, Arsitektur, Sanitasi,
Mekanikal, Elektrikal, tata lingkungan.

bertanggung jawab secara profesional atas jasa konsultansi
perencanaan teknis yang dilakukan sesuai ketentuan dan
kode tata laku profesi yang berlaku.

Ketepatan kualitas dan kuantitas sesuai standar peraturan
berlaku, sehingga kegiatan mencapai hasil dan daya guna
optimal, memenuhi syarat teknis yang dapat dipertanggung
jawabkan, dan sesuai dengan dokumen pekerjaan/

pelaksanaan.

Jangka waktu Pelaksanaan untuk menyelesaikan pekerjaan ini
adalah selama 60 (Enam puluh) hari kalender

Personil inti yang harus disediakan adalah sebagai berikut :

Surat Pengala
No Jabatan Kualifikasi | Keterangan | man Jml
I Personil ljazah Keahlian | minim| (org)
(SKA/SKT) | al (thn)
| Tenaga
" | Ahli
Ketua Tim |S1/S2 Jurusan Ag;'ﬂ;jﬁ;']k
1 | (Team Sipil/ 5 1
Leader) Avrsitektur Gedgng/
Arsitek
Ahli Teknik
2 | Ahli Sipil Sl/SéinL:Irusan Bangunan 3 1
Gedung
Ahli Teknik
3 Ahli S1-T. Bangunan 3 1
Struktur Arsitektur Gedung/
Arsitek
Ahli Teknik
Anhli S1-T. Tenaga
4 | Elektrikal/ | Elektro/Me | Listrik/Ahli 3 1
Mekanikal sin Teknik
Mekanika
Il. | Pendukung
1 | Drafman D.3 3 2
2 | Surveyor STM /SMK 3 4
Administra
3 |sidan SMA/SMK 3 1
Keuangan




Tugas Personil :
1. Ketua Tim (Team Leader), sebanyak 1 orang dengan

persyaratan :

1) Memiliki ljazah S1/S2 Teknik Sipil/ Arsitektur, dari
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang
telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau
perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi,
dibuktikan dengan salinan ijazah;

2) Mempunyai SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung/Arsitek
yang masih berlaku. Sertifikat keahlian/ profesi yang
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan
sesuai dengan keahlian/ profesi yang disyaratkan.

3) Berpengalaman dibidang perencanaan pekerjaan gedung
bertingkat minimal 2 (dua) tahun dibuktikan dengan
Curriculum Vitae  yang diketahui oleh perusahaan
tempatnya bekerja dan dilampiri Surat Keterangan
Pekerjaan  (Referensi) dari PPK/Pengguna Jasa
sebelumnya.

4) Memiliki KTP, NPWP dan Laporan Bukti Penyelesaian
Kewajiban Pajak (Laporan PPh Tahun Terakhir)memiliki
ijazah S1/S2 Teknik Sipil/Arsitektur dari peguruan.

5) Tugas Team Leader:

1. Merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan
semua kegiatan dan personil yang terlibat dalam
pekerjaan ini sehingga pekerjaan dapat diselesaikan
dengan baik dan tepat waktu.

2. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan, baik
dalam tahap pengumpulan data, pengolahan dan
penyajian akhir dari hasil keseluruhan pekerjaan.

3. Bertanggung jawab memimpin rapat-rapat konsultasi,
diskusi, presentasi dan mengkomunikasikan proses-
proses pelaksanaan kepada pemberi tugas.

2. Ahli struktur sebanyak 1 (satu) orang dengan persyaratan:

a. Memiliki ljazah S1 Teknik Sipil, dari perguruan tinggi
negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian
negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi
luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan
salinan ijazah;

b. Mempunyai SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung yang
masih  berlaku. Sertifikat keahlian/ profesi yang
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan
sesuai dengan keahlian/ profesi yang disyaratkan.

c. Berpengalaman dibidangnya minimal 3 (Tiga) tahun
dibuktikan dengan Curriculum Vitae yang diketahui oleh
perusahaan tempatnya bekerja dan dilampiri Surat
Keterangan Pekerjaan (Referensi) dari PPK/Pengguna Jasa
sebelumnya.

d. Memiliki KTP, NPWP dan Laporan Bukti Penyelesaian
Kewajiban Pajak (Laporan PPh Tahun Terakhir)

e. Tugas Tenaga Ahli Struktur adalah menyusun suatu sistem
konstruksi bangunan gedung yang efisien sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam
melaksanakan tugasnya, tenaga ahli struktur akan
melakukan koordinasi dengan ketua tim dan tenaga ahli
lainnya terutama dalam hal menyusun sistem struktur dan
konstruksi bangunan gedung yang direncanakan.

3. Ahli Arsitektur sebanyak 1 (satu) orang dengan persyaratan:



18. Jadwal Tahapan
Pelaksanaan
Kegiatan

Memiliki ljazah S1 Teknik Arsitektur, dari perguruan
tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus
ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan
tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan
dengan salinan ijazah;

Mempunyai SKA Ahli Teknik Arsitektur Gedung yang
masih  berlaku. Sertifikat keahlian/ profesi yang
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan
sesuai dengan keahlian/ profesi yang disyaratkan.

. Berpengalaman dibidangnya minimal 3 (Tiga) tahun

dibuktikan dengan Curriculum Vitae yang diketahui oleh
perusahaan tempatnya bekerja dan dilampiri Surat
Keterangan Pekerjaan (Referensi) dari PPK/Pengguna Jasa
sebelumnya.

i. Memiliki KTP, NPWP dan Laporan Bukti Penyelesaian

Kewajiban Pajak (Laporan PPh Tahun Terakhir)

. Tugas Tenaga Ahli Struktur adalah menyusun suatu sistem

konstruksi bangunan gedung yang efisien sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang Dberlaku. Dalam
melaksanakan tugasnya, tenaga ahli struktur akan
melakukan koordinasi dengan ketua tim dan tenaga ahli
lainnya terutama dalam hal menyusun sistem struktur dan
konstruksi bangunan gedung yang direncanakan.

4. Ahli Elektrikal/Mekanikal, sebanyak 1 (satu) orang dengan
persyaratan:

a.

Memiliki ljazah S1 Teknik Elektro/Teknik Mesin, dari
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang
telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau
perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi,
dibuktikan dengan salinan ijazah;

Mempunyai SKA Ahli Teknik Tenaga Listrik/Ahli Teknik
Mekanikal yang masih berlaku. Sertifikat keahlian/ profesi
yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang
mengeluarkan sesuai dengan keahlian/ profesi yang
disyaratkan.

Berpengalaman dibidangnya minimal 1 (satu) tahun
dibuktikan dengan Curriculum Vitae yang diketahui oleh
perusahaan tempatnya bekerja dan dilampiri Surat
Keterangan Pekerjaan (Referensi) dari PPK/Pengguna Jasa
sebelumnya.

. Memiliki KTP, NPWP dan Laporan Bukti Penyelesaian

Kewajiban Pajak (Laporan PPh Tahun Terakhir).

Tugas Tenaga Ahli Elektrikal/Mekanikal adalah adalah
menyusun suatu sistem Elektrikal/Mekanikal bangunan
gedung yang efisien sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga Ahli
Elektrikal/Mekanikal akan melakukan koordinasi dengan
ketua tim dan tenaga ahli lainnya terutama dalam hal
menyusun sistem Elektrikal/Mekanikal bangunan gedung
yang direncanakan.

5. Syarat Tenaga Pendukung, melampirkan scan ijazah sesuai
persyaratan kualifikasi ijazah, Curriculum Vitae dan KTP.

Jadwal tahapan pelaksanaan Kegiatan ini meliputi:

a. Observasi lapangan, minggu 1.

b. Pembahasan pra rencana, minggu II.

c. Pembahasan gambar rancangan rencana, minggu 1V



d. Pembahasan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan

Rencana Anggaran Biaya (RAB), minggu V.

Pembahasan akhir dokumen perencanaan, minggu VI

Penyerahan dokumen perencanaan, akhir minggu VIII

Pemberian Penjelasan Pekerjaan (RKS) pada saat diadakan

aanwijzing pekerjaan fisik.

h. Laporan akhir pengawasan berkala setelah pekerjaan fisik
selesai 100% dan sudah diserahkan kepada PPK.

Q o

Laporan
19. Laporan Laporan pendahuluan memuat pra rencana, diserahkan untuk
Pendahuluan dibahas pada minggu ke I sejak SPMK diterbitkan

20. Laporan Antara  Laporan antara memuat hasil sementara bulanan penyusunan
dokumen perencanaan yang memuat Olah site, usulan gambar
rencana kerja, dan perhitungan volume dan Rencana Anggaran
Biaya (RAB) diserahkan untuk dibahas pada minggu ke V
sampai minggu ke VI sejak SPMK diterbitkan.

21. Laporan Akhir Laporan akhir memuat dokumen Perencanaan (Gambar Kerja,
SDP Teknis, EE, BQ, RAB+ Analisa Harga Satuan+Back up
volume) selambat-lambatnya minggu ke VII atau akhir minggu
VIl sejak SPMK diterbitkan (60 hari kalender)

Hal-Hal Lain
22. Produksi dalam Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus
Negeri dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali
ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan
keterbatasan kompetensi dalam negeri.

23. Persyaratan Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan

Kerjasama untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan
berikut harus dipatuhi : Surat Perjanjian Kerjasama (KSO).

24. Pedoman Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut

Pengumpulan : Hasil survey dituangkan dalam bentuk gambar/ foto.
Data Lapangan
25. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk

menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka
alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat
Komitmen berikut : Tim Teknis.




